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ABSTRAK

Keberadaan Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga vang mempunyai cakupan kewenangan dalam
penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, diawali dengan lahirnyva Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut discbutkan bahwa Pengadilan Apama bertugas dan berwewenang
untuk menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa secara umumnya terdiri dari penyelesaian
sengketa melalui jalur Litigasi atau sering disebut melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui jalur Non
Litigasi atau diluar Pengadilan, kedua kualifikasi penyelesaian sengketa tersebut diskui dan mempunyal dasar
hukum berupa undang-undang khusus yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Adapun permasalahan
dalam tulisan ini adalah : pertama, apa saja ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketn Perbankan Syariah, Kedua, apa saja aspek hukum vyang digunakan Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam
nenyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu
sendekatan masalah dengan melihat dan mengkaji teori dan ketentuan hukum vang berlaku kemudian melihat
saguimana pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a).Pengadilan Agama
nempunyai ruang lingkup kewenangan tersendini dalam menvelesaikan sengketa Perbankan Svariah yang sesuai
lengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. b). dalam pelaksanaan kewenangannya dalam menyelesaikan
iengketa Perbankan Syariah Pengadilan Agama memakai aspek hukum vang sama dengan aspek hukum di
Peradilan Umum kecuali telah diatur lain dalam Undang-undang Peradilan Agama. ¢) tugas dan kewenangan
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dalam faktanya mendapatkan kendala-
tendala seperti masih diperfukannya peningkatan pengetahiuan hakim dalam bidang ekonomi syariah dan Perbankan
svariah khususnya, serta belum adanya undang-undang formil yang bersifat khusus vang dapat dijadikan pedoman
Meh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah tersebut
eripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 mei 2010.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perbankan mempunyai pengaruh vang sanpat besar dalam perekonomian
MNasional maupun Internasional. Sehingga tidak dapat dipungkiri terjadinya
perkembangan Perbankan yang sangat signifikan khususnya di Negara Indonesia.
Didalam kehidupan masyarakat, Bank tidak lagi dianggap sebagai suatu lembaga
yvang menyangkut keuangan saja melainkan juga sebagai lembaga yang bertujuan
untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat itu sendini. Apabila lembaga
perbankan didalam suatu Negara berkembang dengan baik maka pertumbuhan
ekonomi Nepgara tersebut jupa menjadi membaik.

Pengertian Bank secara umum adalah suatu lembaga keuangan yang
| mempunyai kegiatan menghimpun dapa dari masyarakat berupa jasa Bank dan
menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat. Didalam Undang-
undang Nomeor 7 Tahun 1992 vang terakhir diubah dengan Undang-umdang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 1 angka 2. vang dimaksud
dengan Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannyva kepada masyarakat dalam beniuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Tujuan utama Bank tidak hanya menghimpun dana dari masyvarakat,
melainkan juga wntuk kesgjahteraan rakyat banyak. berdasarkan Pasal | angka 2

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini definisi Bank masih

bersifat luas dan dapat diartikan bahwa Bank meliputi seluruh Perbankan baik




Bank umum maupun Bank yang berdasar Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan
Rakyat.

Apabila dilihat dari segi penentuan keuntungan, Bank dapat dibagi atas 2
vaitu Bank Konvensional dan Bank vang berdasarkan Prinsip Syaniah. Adapun hal
vang menjadi perbedaan yang sangat prinsipil yvaitu, Bank Konvensional
mengambil keuntungan dari bunga sedangkan Bank yang berdasarkan Prinsip
Syariah mengambil keuntungan dari proses bagi hasil yvang sesuai dengan konsep
Istam.

Sistem bunga pada Bank Konvensional inilah yang masih menjadi
masalah bagi sebagian Ulama di Indonesia karena Bunga Bank dianggap bagian
dart riba yang tidak sesuai dengan Syariah Islam, schingga menimbulkan
banyaknya desakan untuk mendirikan suatu sistem perbankan yang berdasarkan
prinsip Syariah Islam. faktor lain vang mendukung untuk didirikannva sebuah
perbankan berdasar Prinsip Syariah yaitu Negara Indonesia memiliki penduduk
mayoritas [slam.

Keinginan dari sebagian para Ulama dan juga penduduk Indonesia vang
mayoritas beragama Islam ditampung oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan walaupun tidak
disebutkan secara tegas bahwa adanya suatu jenis Bank tersendiri disamping Bank
Umum atau Bank Perkreditan Ralovat, namun dalam melakukan usahanva boleh

berdasarkan kepada prinsip svaniah. “Pengertian Bank Syariah adalah Bank vang

menjalankan kegiatan usahanva berdasarkan prinsip-prinsip Syaniah Islam dan




BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan urajan-uraian diatas penulis dapat memberikan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa Perbankan Syariah didasari dengan keluarnya Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 Pasal 49 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 55 Undang-undang 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah, serta dalam Kompilasi Hukum FEkonomi
Syariah yang diatur dalam Pasal 1 konsideran peraturan Mahkamah Agung
Nomor 02 Tahun 2008. dimana dalam semua pengaturan tersebut berintikan
I:rah*.x-.-'a Pengadilan Agama mempunyai ruang lingkup kewenangan dalam
menyelesaikan sengketa Perbankan Syariash dan Ekonomi Syariah secara
umunmnya.

2. Aspek hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa Perbankan Syariah adalah aspek hukum perdata vang didalamnva
terdapat aspek hukum formil yang berlaku di peradilan umum, yang
berdasarkan pada Pasal 54 undang-undang Peradilan Apgama yang menyatakan
hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini.
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